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Abstract 
Compensation is major factor in satffing. Employment policies are associated with the discretion to determine 
the compensation of employment. FES method is a process to systematically assess a position using the criteria 
referred positions factors which aim to obtain the base that is considered fair to rank the existing positions 
and as a policy-making additional provision of employee earnings. This research was conducted at the 
departement of revenue and financial management of the city of Surabaya. Which is a government agency in 
Surabaya who apply such methods. This study aims to determine how the accounting system of civil servants 
compensation by using FES and to investigate internal control it. The method used was a descriptive study 
with a qualitative approach. The focus of this research is the organizational structure, compensation 
accounting system using the method FES, related parts and documents are used, the internal control system. 
The results showed that the organizational structure has been good, compensation accounting system with 
FES method has also been effective in view the relevant sections and documents that are used has been 
authorized. The accounting system of compensation with FES method supports internal control, authorized is 
done only on the part of the authorities. 
 
Keywords: Compensation, factor evaluation system, e-performance 
 
Abstrak 
Kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian. kebijakan kepegawaian banyak berhubungan 
dengan pertimbangan untuk menentukan kompensasi pegawai. Metode FES merupakan proses untuk menilai 
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan yang 
tujuannya untuk memperoleh dasar atau basis yang dianggap adil untuk membuat peringkat jabatan yang ada 
dan sebagai bahan penyusunan kebijakan pemberian tambahan penghasilan pegawai. Penelitian ini dilakukan 
pada Dinas Pendapatan dan pengelolaan keuangan kota surabaya yang merupakan instansi pemerintah di 
Surabaya yang menerapkan metode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 
akuntansi kompensasi PNS dengan menggunakan metode FES serta untuk mengetahui pengendalian intern 
didalamnya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus 
penelitian ini adalah struktur organisasi, sistem akuntansi kompensasi berdasarkan metode FES, bagian yang 
terkait dan dokumen yang digunakan, sistem pengendalian intern. Hasil penelitian menunjukan bahwa struktur 
organisasi telah baik dengan tidak adanya perangkapan tugas, sistem akuntansi kompensasi dengan metode 
FES juga telah efektif dilihat pada bagian yang terkait dan dokumen yang digunakan sudah diotorisasi oleh 
masing-masing kepala bagian. Sistem akuntansi kompensasi dengan metode FES telah mendukung 
pengendalian intern, otorisasi dilakukan hanya pada bagian yang berwenang. 
 
Kata kunci: Kompensasi, factor evaluation system, e-performance 
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PENDAHULUAN 
 Otonomi daerah yang ada memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan secara dinamis 
yang secara khusus juga harus memberikan 
perubahan kepada pegawai pemerintah itu sendiri. 
Manajemen sumber daya manusia yang dimiliki 
pemerintah tidak berjalan sesuai aturan hukum 
yang ada. Banyak fakta yang menjelaskan bahwa 
faktor dari birokrasi Pemerintah, infrastruktur, 
ketidakstabilan politik, korupsi(Sellaganjis 
Damayanti. Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, 
Universitas Airlangga, Surabaya). Masalah 
Pegawai Negeri Sipil dewasa ini yang sering terjadi 
seperti rendahnya profesionalisme, tingkat 
kesejahteraan yang belum memadai, distribusi dan 
komposisi yang belum ideal, penempatan dalam 
jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi, 
penilaian kinerja yang belum obyektif, kenaikan 
pangkat yang belum didasarkan pada prestasi kerja, 
budaya kerja dan etos kerja yang masih 
rendah(Effendi Akhyar.dkk.2006:1). 
.  Fenomena yang juga sering terjadi dalam 
suatu organisasi adalah ketidakpuasan para 
pegawai atas kompensasi yang didapat sebagai 
imbalan dari melaksanakan tugas untuk organisasi 
tersebut. Pemerintah Kota Surabaya guna 
mewujudkan birokrat yang bekerja sesuai 
pencapaian standar tertinggi dan mewujudkan 
Good Governance dengan adanya kewenangan 
otonom yang diberikan pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah, pemerintah kota Surabaya 
berhak mengembangkan suatu program tambahan 
penghasilan berbasis kinerja, yang sesuai dengan 
Perwali No. 13 Tahun 2014. Walikota Surabaya 
membuat Program e-Performance. E-Performance 
dilaksanakan untuk mewujudkan Pegawai Negeri 
Sipil yang memiliki daya saing tinggi. Pelaksanaan 
program e-Performance dituangkan pada Perwali 
No. 60 Tahun 2013 dan kriteria pemberian 
tambahan penghasilan terdapat pada Perwali No. 
13 Tahun 2014. Pengagas ide dari program tersebut 
adalah walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Untuk 
mengetahui mekanisme tambahan penghasilan 
berbasis kinerja melalui program e-Performance 
yang dievaluasi berdasarkan metode Factor 
Evaluation System (FES). 
 Setiap instansi atau perusahaan, sistem 
akuntansi memegang peranan penting dalam 
semua bidang. Sistem akuntansi kompensasi terkait 
tambahan penghasilan dengan metodeFactor 
Evaluation System (FES) merupakan suatu proses 
untuk menilai suatu jabatan yang digunakan 
sebagai bahan penyusunan kebijakan salah satunya 
terkait dengan pemberian kompensasi yakni 
tambahan penghasilan pegawai (TPP).  
 
 
Gambar 1: Evaluasi Jabatan dengan Metode FES 
 Agar dapat mengevaluasi seluruh unit-unit 
kegiatan dalam suatu dinas pada umumnya, 
khususnya dalam sistem akuntansi kompensasi 
secara langsung yakni tunjangan (tambahan 
penghasilan pegawai), diperlukan suatu sistem 
pengendalian intern yang baik. Sistem 
pengendalian intern juga bertujuan untuk 
menuntun dan memotivasi usaha pencapaian 
tujuan dalam mendeteksi dan memperbaiki 
pelaksanakan kegiatan yang tidak efektif dan 
efisien. 
 
KAJIAN PUSTAKA 
Sistem Akuntansi 
 Sistem akuntansi merupakan formulir-
formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan 
alat-alat yang digunakan untuk mengolah data 
mengenai usaha yangbertujuan untuk 
menghasilkan laporan-laporan yang diperlukan 
oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan 
bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti 
pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga 
pemerintah untuk menilai hasil operasi (Howard 
yang dikutip oleh Baridwan, 2012 : 4). Sistem 
Akuntansi merupakan organisasi formulir, catatan 
dan laporan yang dikooordinasi sedemikian rupa 
untuk menyediakan informasi khususnya tentang 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 
2008 : 3). 
 Berdasarkan beberapa pendapat dapat 
disimpulkan bahwa sistem akuntansi adalah 
organisasi formulir, catatan dan laporan yang 
dikooordinasi yang tujuannya untuk mengolah data 
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yang dibutuhkan oleh manajemen guna 
memudahkan pengelolaan perusahaan khususnya 
pada bagian keuangan. 
 
Metode Factor Evaluation System  
 Regulasi berupa pedoman evaluasi jabatan 
yang digunakan untuk membobot suatu jabatan ini 
menggunakan metode Factor Evaluation System 
(FES) yang dituangkan dalam suatu Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB no. 
34 tahun 2011).Evaluasi jabatan adalah suatu 
proses untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria 
yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap 
informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai 
jabatan dan kelas jabatan. Evaluasi jabatan tersebut 
bertujuan untuk memperoleh dasar (basis) yang 
dianggap adil untuk membuat peringkat 
jabatanyang ada. Selain itu, bagi pemerintah daerah 
sendiri digunakan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan pemberian tambahan penghasilan. 
 Kegiatan ini menimbang dan memberi bobot 
pada pekerjaan jabatan dengan menggunakan tolak 
ukur/kriteria yang ditetapkan lebih dahulu.Pada 
dasarnya yang dilakukan adalah membandingkan 
berat atau ringannya semua pekerjaan jabatan yang 
ada. 
 
METODE 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
 Fokus penelitian sebagai berikut: 
1. Struktur Organisasi 
2. Sistem Akuntansi Kompensasi berdasarkan 
metode Factor Evaluation System (FES). 
3. Bagian yang terkait dan dokumen yang 
Digunakan 
4. Sistem Pengendalian Intern 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Struktur Organisasi merupakan bagan yang 
digunakan untuk menggambarkan batas-batas 
tanggung jawab antara masing-masing bagian atau 
fungsi untuk mempermudah koordinasi. Oleh 
karena itu, organisasi dibuat sebaik mungkin dan 
disesuaikan dengan ruang lingkup organisasi. 
1. Sistem Akuntansi Kompensasi Pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Surabaya 
a. Fungsi-fungsi yang Terkait 
       Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem 
akuntansi kompensasi terkait dengan pemberian 
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 
yang terjadi di Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah 
sebagai berikut: 
1) Fungsi Kepegawaian 
Bertugas untuk menyelenggarakan catatan 
kehadiran atau absensi bagi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Fungsi ini sudah terpisah dari 
fungsi pembuat daftar tamabahan 
penghasilan. Fungsi pencatatan waktu ini 
dilaksanakan sub bagian kepegawaian. Sub 
bagian kepegawaian bertugas memeriksa 
atau mengontrol absensi pegawai yang 
bertujuan untuk memantau tingkat 
kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 
2) Fungsi Keuangan 
Bertugas dan bertanggung jawab untuk 
membuat/menerbitkan SK (Surat Keputusan) 
berkala bagi PNS, SK kenaikan pangkat, SK 
pengangkatan dalam jabatan struktural dan 
jabatan fungsional, SK mutasi serta Job 
Description masing-masing PNS dan 
merekapitulasinya untuk diserahkan kepada 
TIM. 
3) TIM Factor Evaluation System  
TIM tersebut terdiri dari bagian bina 
program, bagian kepegawaian daerah dan 
konsultan dari pihak luar yakni pihak 
universitas airlangga fakultas ekonomi. 
Bertugas dan bertanggung jawab dalam 
mengevaluasi jabatan PNS. Metode 
perhitungan skor kehadiran pegawai yang 
dilakukan melalui sistem informasi 
manajemen kinerja pegawai.  
4) Fungsi Perbendaharaan dan anggaran 
Bertugas dan bertanggung jawab dalam 
pembuatan SPP (Surat Permintaan 
Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah 
Membayar) yang akan diserahkan ke fungsi 
kas dan akuntansi. 
5) Fungsi Kas dan Akuntansi 
Fungsi ini bertugas membuat atau 
menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan 
Dana) yang nantinya akan diserahkan kepada 
bank beserta nomor rekening PNS untuk 
mentransfer tambahan penghasilan, dalam 
hal ini bank yang ditunjuk adalah Bank 
Jatim. 
b. Dokumen yang Digunakan 
1) Dokumen pendukung perubahan 
Tambahan Penghasilan. Dokumen ini 
dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan. Dokumen ini digunakan oleh 
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bagian kepegawaian sebagai dasar dalam 
pembuatan daftar tambahan penghasilan. 
Dokumen-dokumen tersebut antara lain 
Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai, 
Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai, 
Surat Keputusan Kenaikan Jabatan, Surat 
Keputusan Pemindahan Pegawai, Job 
description Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
2) Daftar Hadir. Daftar hadir diisi dengan 
sistem komputer. Daftar hadir digunakan 
untuk penilaian prestasi dan digunakan 
untuk menentukan besaran tambahan 
penghasilan yang akan diberikan. Daftar 
hadir dibuat rangkap 2 (dua), dimana 
rangkap pertama akan diarsip oleh bagian 
kepegawaian, rangkap kedua diserahkan 
ke bagian keuangan. 
3) Daftar Hasil Evaluasi Jabatan Struktural 
dan Fungsional. Daftar hasil evaluasi 
berupa score yang akan diberikan pada 
bagian keuangan untuk nanti nya 
digunakan sebagai dasar perhitungan 
besaran tambahan penghasilan pegawai. 
4) Daftar pembayaran Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP). Dokumen ini 
dibuat oleh bagian keuangan, dimana 
dokumen ini berisi nama pegawai, nomor 
induk pegawai, nomor rekening pegawai, 
dan jumlah tambahan penghasilan yang 
akan dibayarkan ke masing-masing 
pegawai. Dokumen tambahan penghasilan 
dibuat rangkap 2 (dua), dimana rangkap 
pertama digunakan oleh bagian keuangan 
sebagai arsip dan rangkap kedua 
digunakan oleh bagian perbendaharaan 
dan anggaran untuk pembuatan Surat 
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat 
Perintah Membayar (SPM) tambahan 
penghasilan. 
5) Bukti Kas Keluar / SP2D. Dokumen ini 
dibuat oleh bagian kas dan akuntansi, 
dimana daftar yang diterima digunakan 
sebagai dasar untuk pembuatan bukti kas 
keluar. Dan untuk pembayaran maka 
dikirim ke bank untuk ditransfer ke 
rekening masing-masing pegawai. 
6) Hand key. Merupakan mesin absensi yang 
mencatat kehadiran pegawai dari bentuk 
tangan pegawai dan langsung 
terkomputerisasi atau tersambung secara 
network ke bagian kepegawaian. 
c. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
kompensasi terkait Tambahan Penghasilan 
Pegawai 
1) Prosedur Pencatatan Waktu Hadir (absensi). 
Pencatatan daftar hadir atau absensi Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dilakukan oleh sub 
bagian kepegawaian. Penggunaan absensi 
terkomputerisasi menggunakan hand key dan 
setiap bulan dicetak melalui sistem informasi 
manajemen kinerja kehadiran pegawai. 
Dalam melakukan perhitungan kehadiran 
pegawai, dinas luar meliputi diklat, 
perjalanan dinas luar daerah/negeri dihitung 
sebagai hari masuk kerja. Apabila salah satu 
pegawai berhalangan hadir harus membuat 
keterangan yang sah secara tertulis oleh 
atasan langsung pegawai yang bersangkutan 
dan apabila berhalangan tidak hadir karena 
sakit harus dibuktikan dengan surat 
keterangan dokter.  
2) Prosedur penilaian besaran score tambahan 
penghasilan dengan Factor Evaluation 
System (FES). Penilaian besaran score 
tambahan penghasilan ini dibagi menjadi 2 
(dua) kelompok yaitu penilaian untuk jabatan 
struktural dan jabatan fungsional. Pada 
jabatan struktural penilaian kelas 
jabatannnya dievaluasi melalui 6 (enam) 
faktor sedangkan jabatan fungsional 
umum/tertentu penilaian kelas jabatannya 
dievaluasi melalui 9 (sembilan) faktor.  
3) Prosedur Perhitungan tambahan Penghasilan 
Dengan Metode FES.  
2. Bagan alir sistem kompensasi terkait dengan 
tambahan penghasilan pegawai dengan metode 
Factor Evaluation system (FES). 
3. Pengendalian Intern Sistem Akuntansi 
Kompensasi pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 
Berikut ini adalah pengendalian intern yang 
dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya dalam pelaksanaan 
sistem tambahan penghasilan yang terdiri dari: 
a. Struktur Organisasi  
struktur organisasi di Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dibentuk 
berdasarkan dengan kebutuhan dan disesuaikan 
dengan sumber daya manusia yang ada telah 
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga 
memberikan kejelasan tugas dan wewenang 
serta tanggung jawab yang diemban masing-
masing pegawai dengan jabatan tertentu. 
b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan 
Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya pendelegasian 
wewenang dan tanggung jawab diserahkan 
kepada pegawai sesuai dengan tingkat tanggung 
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jawab yang telah ditetapkan. Pengesahan 
dokumen dilakukan sesuai wewenang yang 
telah ditetapkan dalam ketentuan Dinas. Pihak 
yang tidak memiliki wewenang otorisasi tidak 
diperbolehkan memberikan otorisasi tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu bahwa 
diperbolehkan memberikan otorisasi oleh pihak 
lain.  
c. Praktik yang Sehat 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Kota Surabaya, bahwa pada praktek 
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap bagian 
organisasi terkait dengan pembayaran tambahan 
penghasilan pegawai dilaksanakan tepat waktu, 
daftar hadir pegawai Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah 
menggunakan Hands Key yang secara otomatis 
data masuk ke dalam komputer pada bagian 
kepegawaian sehingga tidak dimungkinkan 
akan terjadi kecurangan kehadiran. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan 
tanggung jawab 
Komitmen terhadap kompetensi yang dilakukan 
di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 
Kota Surabaya bidang pendapatan berkaitan 
dengan penyusunan standar kompetensi untuk 
setiap tugas dan fungsi pada masing-masing 
posisi dalam instansi pemerintahan yakni 
dengan adanya pengangkatan pegawai 
berdasarkan masa kerja, kemampuan, pangkat, 
dan golongan pegawai. Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga 
menempatkan pegawai sesuai dengan golongan 
dari pegawai tersebut dan perekrutan pegawai 
dilakukan melalui penyeleksian calon pegawai 
negeri sipil dan pemanfaatan tenaga 
outsourcing. 
 
EVALUASI DAN INTEPRETASI DATA 
 Berdasarkan data yang diperoleh melalui 
serangkaian observasi, dokumentasi dan interview 
maka untuk pembahasan lebih lanjut akan 
dilakukan evaluasi data. Peneliti disini akan 
mengevaluasi struktur organisasi, dokumen yang 
digunakan dalam sistem akuntansi kompensasi 
pegawai yang berkaitan dengan tambahan 
penghasilan pegawai berdasaran metode factor 
evaluation system, fungsi-fungsi yang terkait, 
jaringan prosedur yang membentuk sistem, 
pengendalian intern dalam sistem akuntansi 
kompensasi serta membuat kesimpulan dan 
memberikan alternatif pemecahan masalah yang 
ada di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya. 
1. Struktur Organisasi 
 Pada dasarnya struktur organisasi adalah 
suatu bentuk diagram yang menunjukan aspek-
aspek penting dari sebuah organisasi yang 
mencakup fungsi-fungsi pokok. Pada struktur 
terdapat hubungan yang relatif tetap antara 
orang-orang yang bergabung dalam organisasi. 
Pada serangkaian pengamatan peneliti 
berpendapat bahwa mengenai struktur 
organisasi pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah 
efektif karena adanya pemisahan tanggung 
jawab antara bagian kepegawaian dengan 
bagian keuangan. Hal ini dilakukan agar 
terhindar dari penyalahgunaan pemberian 
tambahan penghasilan. Selain itu, struktur 
organisasi di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya berdasarkan hasil 
pengamatan telah dibentuk berdasarkan dengan 
kebutuhan dan disesuaikan dengan sumber daya 
manusia yang ada telah dimanfaatkan dengan 
sebaik mungkin sehingga memberikan 
kejelasan tugas dan wewenang serta tanggung 
jawab yang diemban masing-masing pegawai 
dengan jabatan tertentu.  
2. Fungsi yang terkait  
 Fungsi-fungsi yang terkait dalam 
pemberian tambahan penghasilan di dinas 
pendapatan dan pengelolaan keuangan kota 
surabaya sudah baik yakni dengan tidak adanya 
perangkapan tugas penyusunan berkas 
tambahan penghasilan. Masing-masing fungsi 
mengerjakan bagian pekerjaannya sendiri 
seperti adanya pemisahan antara fungsi 
kepegawaian dengan fungsi pembuat daftar 
tambahan penghasilan. Selain itu, pembuatan 
daftar tambahan penghasilan dilakukan terpisah 
dengan bagian kas dan akuntansi.  
3. Dokumen yang digunakan 
 Penyelenggaraan pencatatan atas 
transaksi tambahan penghasilan di Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Surabaya telah efektif karena setiap dokumen 
mendapat otorisasi dari pembuat daftar 
tambahan penghasilan, bendahara pengeluaran 
dan kuasa pengguna anggaran sehingga 
dokumen yang digunakan dapat 
dipertanggungjawabkan. Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga 
telah menjalankan prosedur pembuatan 
dokumen sesuai dengan peraturan daerah 
maupun peraturan walikota yang telah 
diterapkan. Akan tetapi menurut peneliti 
seharusnya pada setiap transaksi pembuatan 
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dokumen juga di buat pula SPJ (Surat 
Pertanggungjawaban) yang dibuat sebagai 
laporan bahwa tambahan penghasilan pegawai 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang berkala.  
4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
akuntansi kompensasi terkait dengan tambahan 
penghasilan pegawai dengan metode factor 
evaluation system. 
 Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya, prosedur pemberian 
tambahan penghasilan dengan metode factor 
evaluastion system , yaitu dimulai dengan 
prosedur pencatatan waktu hadir, pembuatan 
daftar tambahan penghasilan, evaluasi dengan 
metode factor evaluation system dan yang 
terakhir pembayaran tambahan penghasilan 
pegawai.  
a. Prosedur pencatatan waktu hadir pegawai di 
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya menurut peneliti 
telah cukup efektif yakni dengan adanya 
sistem terkomputerisasi dengan hands key 
yakni mesin absensi yang mencatat 
kehadiran pegawai dari bentuk tangan 
pegawai dan langsung terkomputerisasi atau 
tersambung secara network ke bagian 
kepegawaian. tetapi menurut peneliti 
seharusnya pemberian tambahan pegawai ini 
tidak hanya didasarkan pada jam hadir dan 
jam pulang melainkan juga melihat jam 
istirahat serta selesai istirahat sehingga tidak 
terjadi penyelewengan. 
b. Prosedur penilaian besaran score tambahan 
penghasilan di Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah 
dilaksanakan dengan baik dengan 
memanfaatkan tenaga outsourcing. Tenaga 
atau pegawai tersebut di sebut TIM penilai 
atau TIM pengevaluasi besaran score yang 
akan didapat masing-masing pegawai yang 
didapat berdasarkan dengan tingkat disiplin 
pegawai yakni jenis pekerjaan yang 
dilakukan dan daftar kehadiran pegawai. 
Penilaian besaran score juga berdasar pada 
kriteria-kriteria yang masing-masing kriteria 
terdapat nilai yang pada akhirnya disebut 
dengan score. Setelah didapat score maka 
fungsi yang terkait yakni fungsi keuangan 
menghitung besaran tambahan pegawai 
dengan sistem terkomputerisasi seperti 
aplikasi taspen. Peneliti berpendapat bahwa 
prosedur tersebut telah baik diterapkan 
karena diukur sesuai dengan tugas yang 
dikerjakan dan disiplin kerja pegawai 
berdasar tingkat kehadiran, tetapi menurut 
peneliti seharusnya absensi sebagai salah 
satu dasar penilaian pemberian tambahan 
tidak hanya dinilai pada kehadiran dan jam 
pulang pegawai tetapi juga melihat pada jam 
istirahat dan selesai istirahat. Berdasarkan 
hal tersebut maka pekerjaan yang diberikan 
dapat dikerjakan dengan maksimal dan 
terukur sesuai dengan jam kerja yang ada. 
c. Prosedur perhitungan besaran tambahan 
penghasilan di Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah 
dilakukan dengan efektif. Salah satunya 
mengacu pada tingkat kehadiran pegawai, 
tingkat keterlambatan, serta tingkat 
ketidakhadiran pegawai dan tingkat 
kepulangan mendahului jam kerja. 
Kemudian dari skor kehadiran pegawai 
dibagi 100 (sesuai ketentuan) dan dikalikan 
dengan point bobot jabatan serta harga satuan 
bobot jabatan yang harga satuan didasarkan 
pada PAD masing-masing daerah. Daerah 
surabaya telah menetapkan harga satuan 
sebesar Rp 3.500,- maka akan didapat 
tambahan penghasilan pegawai. 
5. Bagan Alir yang Direkomendasikan 
 Bagan alir sistem akuntansi kompensasi 
terkait dengan tambahan penghasilan pegawai 
menurut peneliti sudah baik karena setiap fungsi 
memegang peran masing-masing sehingga tidak 
ada perangkapan tugas. Dokumen yang 
digunakan sebelumnya juga telah mendapat 
otorisasi dari fungsi yang terkait, tetapi menurut 
peneliti otorisasi lebih dapat 
dipertanggungjawabnkan jika Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya juga 
menggunkana dokumen SPJ (Surat 
Pertanggungjawaban) yang tujuan dari surat 
tersebut adalah sebagai laporan bahwa 
tambahan penghasilan telah dilakukan sesuai 
dengan prosedur yang berkala. Berikut 
merupakan bagan alir sistem kompensasi PNS 
terkait dengan tambahan penghasilan yang 
direkomendasikan.  
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
 Dalam setiap instansi atau perusahaan, 
sistem akuntansi berperan penting dalam semua 
bidang. Sistem akuntansi menyediakan informasi-
informasi penting berkaitan dengan kebijakan yang 
diambil, arah dan tujuan serta pengendalian intern 
suatu perusahaan khususnya pada bagian 
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keuangan. Sistem akuntansi yang baik akan 
mengurangi kemungkinan terjadinya kekeliruan, 
penyelewengan dan kecurangan yang dapat 
merugikan pegawai maupun instansi atau 
perusahaan. Sistem akuntansi kompensasi dengan 
metode Factor Evaluation System (FES) 
merupakan suatu proses untuk menilai suatu 
jabatan yang digunakan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan salah satunya terkait dengan pemberian 
kompensasi yakni tambahan penghasilan pegawai 
(TPP). 
 Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Surabaya, sistem pemberian 
tambahan penghasilan dilakukan melalui 
serangkaian prosedur sebelum tambahan 
penghasilan tersbut diterima oleh pegawai. 
Berdasarkan evaluasi dan pembahasan yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti 
dapat menarik kesimpulan bahwa sistem 
pemberian kompensasi terkait dengan tambahan 
penghasilan pada Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan 
menggunakan Metode FES sudah cukup baik. Hal 
ini dapat tercermin dari adanya hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan sistem akuntansi kompensasi 
terkait dengan tambahan penghasilan dengan 
metode FES di Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah 
dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
2. Sistem pengendalian intern pada Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota 
Surabaya sudah baik, hal ini dilihat dari adanya 
pengotorisasian setiap dokumen yang dibuat. 
Penggunaan mesin Hands Key yakni mesin 
absensi yang secara otomatis data masuk ke 
dalam komputer pada bagian kepegawaian 
sehingga tidak dimungkinkan akan terjadi 
kecurangan kehadiran. 
3. Keefektifan dalam metode FES, hal ini terbukti 
dalam metode tersebut dilakukan serangkaian 
evaluasi kehadiran, evaluasi jabatan, evaluasi 
rincian tugas sehingga besaran yang didapat 
sesuai dengan tanggung jawabnya. sehingga 
tidak terdapat kesenjangan pegawai karena telah 
didasarkan pada keaktifan dan disiplin individu 
masing-masing. 
 
Saran 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan maka 
penulis memberikan saran guna meningkatkan 
sistem pemberian kompensasi terkait dengan 
tambahan penghasilan pegawai (TPP) adalah 
sebagai berikut: 
1. Adanya penambahan dokumen yakni SPJ (Surat 
PertanggungJawaban) yang dibuat sebagai 
laporan bahwa tambahan penghasilan pegawai 
(TPP) dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
berkala dan telah mendapat otorisasi dari pihak 
yang berwenang dalam hal ini kepala bidang 
perbendaharaan dan anggaran, kepala bidang 
kas dan akuntansi kemudian setelah kepala 
bidang mengotorisasi langkah selanjutnya 
langkah selanjutnya diserahkan kepada kepala 
bagian umum dan keuangan dan kepala bagian 
keuangan. 
2. Metode FES selain mengevaluasi jabatan juga 
mengevaluasi dari kehadiran pegawai. 
Seharusnya pada jam istirahat juga diberlakukan 
prosedur saat dan selesai istirahat sehingga 
waktu kerja dipergunakan sebaik mungkin 
karena jam kerja berpengaruh terhadap besarnya 
tambahan yang akan diberikan. 
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